v b
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
JI. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas
Telp. 341171 Fax. 355296 Po Box: 1130
Ambon 97128
Lembar Disposisi

Indeks : 09-01-2023

Berkas :

Kode : KU

Tanggal/Nomor : 04.01.2023 /11/SEK/KU.00/1/2023

Alamat : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Isi Ringkasan : Perlakuan Akuntansi, Jadwal Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan MA
Rl Semester Il TA 2022

Diterima Tanggal : 09-01-2023

Diberikan Kepada

1 W‘W
7 /@Mj &7’"‘* AN p"é"f""

Isi Disp;zisi : Z¢ Q,_v 2
- /7“9“ (}s'/oct‘pméy

Catatan

/”/ Fbo - peFomer pengutoncn  Cfp Hn 2038 Bon ofh - Bty ;{
/

Sesudah Digunakan Harap Segera Dikembalikan
Kepada :
Tanggal :




KARTU KENDALI SURAT MASUK

Tanggal 04/01/2023

Indeks Berk 9-01-2023

ndeks Berkas 0 No. Urut MK Kode KU
Perihal Perlakuan Akuntansi, Jadwal Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan MA RI Semester II TA 2022
Lampiran -
Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Kepada KPTA Ambon
Tanggal 04/01/2023 No. Surat 11/SEK/KU.00/1/2023
Pengolah Paraf
Catatan Perlakuan Akuntansi, Jadwal Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan MA RI Semester II TA 2022




SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 11/SEK/KU.00/1/2023 4 Januari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal ¢ Perlakuan Akuntansi, Jadwal Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung
Semester II TA 2022
Yth.
1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usa

Negara Mahkamah Agung;

. Sekretaris Badan Pelatthan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatih
Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung;

. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung;

. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;

. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.
di tempat

9

0 N O

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 bahwa
seluruh satuan kerja wajib menyusun Laporan Keuangan Semester/Tahunan dari
Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA, serta dalam rangka persiapan
penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022, maka perlu memperhatikan
hal-hal sebagaimana terlampir dalam surat ini dan berpedoman pada:

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang
Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-45/PB/PB.6/2022 tanggal 8
November 2022 tentang Penjelasan dan Tindak Lanjut atas akun dengan uraian rmuli
dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan I Tahun 2022
(terlampirj;

3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29
Desember 2022 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 Unaudited, dan merujuk Surat
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-40/PB/PB.6/2022 tanggal 30 September
2022 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga Triwulan II Tahun 2022 (terlampir};

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harap Saudara mengikuti
langkah-langkah yang dibutuhkan sesuai dalam surat ini agar Laporan Keuangan
Mahkamah Agung Semester II Tahun 2022 dapat disampaikan secara tepat waktu, andal
dan berkualitas.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

Tembusan:

. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;

. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;

. Panitera Mahkamah Agung;

. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung;
. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;

. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
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Lampiran [

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl

Nomor : 11/SEK/KU.00/1/2023

Hal : Perlakuan Akuntansi, Jadwal Rekonsiliasi,
dan Penyusunan LKMA Semester 11
TA 2022

PERLAKUAN AKUNTANSI, JADWAL REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022

1. Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA membandingkan Saldo Awal
Neraca dan Neraca Percobaan Akrual, per tanggal 1 Januari 2022 pada aplikasi
SAKTI dengan Saldo Akhir Laporan serupa per tanggal 31 Desember 2021
Audited dengan aplikasi e-Rekon&LK G2;

2. Memastikan akun-akun akrual tahun 2021 telah dilakukan jurnal balik pada
awal tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016
antara lain: Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas/Kas
Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid), Piutang
PNBP, Belanja Yang Masih Harus Dibayar (Utang Kepada Pihak Ketiga), dan
Pendapatan Diterima di Muka,

3. Satuan kerja wajib menginput pada Modul Piutang apabila terdapat Piutang
PNBP/Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang sudah ada
penetapannya,;

4. Satuan kerja wajib menyusun Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 untuk
setiap jenjang Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan dilakukan melalui aplikasi
SAKTI berikut cetakan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, Neraca Percobaan Kas
dan Akrual, LO, dan LPE) serta cetakan Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan
Laporan Persediaan;

5. Seluruh satker menyelesaikan TDK Rupiah dan TDK COA agar dapat
memperoleh Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR), termasuk dalam hal terdapat selisih
dengan cara satuan kerja mengajukan permohonan persetujuan SHR disertai
penjelasan atas penyebab selisih yang tidak dapat dilakukan koreksi oleh satuan
kerja (satuan kerja telah melakukan input sesuai dengan dokumen sumber);

6. Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Rekonsiliasi Internal (Saldo awal dan
Berjalan) serta Rekonsiliasi Eksternal SAKTI-SPAN pada aplikasi MonSakti
meliputi sebagai berikut:

a. Rekonsiliasi internal dilakukan dengan membandingkan data Neraca
Laporan Keuangan di Modul GLP dan data subledger (buku besar) di Modul
Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Piutang pada
Aplikasi SAKTI;

b. Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan membandingkan data SPAN (Sistem
Akuntansi Pusat pada BUN) dan SAKTI (Sistern Akuntansi Instansi pada
K/L) yang meliputi data pagu anggaran, realisasi pendapatan, realisasi
belanja, kas, dan hibah. Data SPAN dan SAKTI dimaksud ter-push otomatis
secara periodik ke aplikasi MonSAKTI (tidak melalui proses upload data).

7. Satuan kerja agar memantau status hasil rekonsiliasi secara berkala pada
aplikasi MonSAKT! hingga terbitnya dokumen Surat Hasil Rekonsiliasi {SHR).
Dalam rangka penerbitan SHR bulan Desember 2022, satuan kerja diwajibkan
untuk melakukan tutup buku pada Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan
tutup permanen Modul GLP sampai dengan tanggal 24 Januari 2022. SHR akan
terbit dalam hal:

a. Tidak terdapat selisih pada seluruh elemen data rekonsiliasi (TDK Rupiah
dan TDK CoA); atau

b. Terdapat persetujuan dari KPPN atas permintaan penyelesaian selisih/TDK
yang bukan disebabkan kesalahan dari satuan kerja.

8. Penyelesaian Transaksi Dalam Konfirmasi dan Penyelesaian Migrasi, Selisih
Rekonsiliasi Internal, Normalisasi, dan Tindak Lanjut Normalisasi serta
Ketidaktepatan Data Persediaan agar berpedoman pada Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-40/PB/PB.6/2022 tanggal 30 September 2022;

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitken oleh Balai Sertfikasi Elektronik (BSrE),
LY memastikan  keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code atau melahi aplikasi  BeSign
{https: / /bsre.bssn.go.id / repository).




9. Penyelesaian terhadap saldo akun null pada neraca percobaan akrual agar
berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-
45/PB/PB.6/2022 tanggal 8 November 2022;

10.Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Transfer Keluar online dan Transfer
Masuk (TKTM) online pada Semester II pada Neraca per 31 Desember 2022.
Apabila terdapat selisih TKTM, mohon berkonsulitasi kepada Koordinator
Wilayah, Eselon I dan DJPB/KPPN setempat;

11.Tidak diperbolehkan terdapat Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum
Diregister pada Semester Il pada Neraca per 31 Desember 2022. Apabila terdapat
selisih Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister, mohon
berkonsultasi kepada Koordinator Wilayah, Eselon I dan DJPB/KPPN setempat;

12.Tidak diperbolehkan terdapat selisih Saldo Tidak Normal pada Semester II pada
Neraca per 31 Desember 2022. Apabila terdapat selisih Saldo Tidak Normal,
mohon berkonsultasi kepada Koordinator Wilayah, Eselon 1 dan DJPB/KPPN
setempat;

13.Tidak diperbolehkan terdapat saldo minus pada realisasi belanja {(pagu minus)
pada aplikasi MonSakti. Apabila terdapat saldo pagu minus, mohon
berkonsultasi kepada Koordinator Wilayah, Eselon I dan DJPB/KPPN setempat;

14. Satuan kerja yang telah melakukan penginputan jurnal penyesuaian khusus
pada akhir tahun dan/atau jurnal manual per tanggal 31 Desember 2022, wajib
membuat Memo Penyesuaian yang ditanda tangan dan diketahui oleh atasan
langsung. Contoh Formulir Memo Penyesuaian Jurnal Penyesuaian
Khusus/Jurnal Manual:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

14 ian Negara/l embag : Mahkamah Agung Rl

Eselon I : {xx) Badan Urusan Administrasi
Wilayah © (xxxx) Instansi Pusat

Satuan Kerja : {xoxxx) Badan Urusan Administrasi

No. Dokumen :  Karm Belanja yang Masih Harus Dibayar
Tanggal o 31-12-2022

Tahun Anggaran 2022

Keterangan : Jurnal Akrual Beban Langganan Air 2022

Kategori Jumal Manual :

No. | D/K | Kode Akun Uraian Nama Akun Rupiah Debet Rupiah Kredit
1 D 522113 Beban Langganan Air XXXX
K 242112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar XYXX
Dibuat : Kasubbag. Keuangan Disctujui i Sekretaris Diinput : Operator Modu! GLP
AAAAA, SE BBBB. SH CCCC, SE
Tanggal XX Xx 20xx Tanggal H XX XX 20%x Tanggat XX XX 20xx

15. Satuan kerja tidak membuat jurnal akrual langganan listrik akhir tahun 2022
dikarenakan alokasi anggaran pembayaran langganan listrik tahun 2023 dikelola atau
dibayarkan oleh satuan kerja Badan Urusan Administrasi;

16. Sisa saldo tunjangan kinerja dan transport hakim yang berada pada penguasaan
Bendahara Pengeluaran satuan kerja baik di brankas maupun rekening koran per
tanggal 31 Desember 2022 agar dicatat pada Modul Bendahara sehingga terbentuk
jurnal otomatis (D) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (K) Utang Pihak Ketiga
Lainnya pada satuan kerja masing-masing;

17. Untuk menjaga kualitas data Laporan Keuangan tahun 2022 dan pengendalian
internal data keuangan dan data BMN, K/L agar mengimbau seluruh satuan
kerja untuk memantau permasalahan kualitas Laporan Keuangan melalui menu
To Do List, Monitoring, Daftar/Rincian, dan Validitas Data K/L pada aplikasi
MonSAKTI. Terkait permasalahan yang belum selesai pada Semester II Tahun
2022, satuan kerja agar melakukan perbaikan data yang meliputi:

a. Penyelesaian TDK pada seluruh elemen rekonsiliasi (TDK Rupiah dan TDK
CoAj;

b. Penuntasan perekaman/pendetilan transaksi aset dan persediaan {dalam hal
belum dilakukan tutup permanen bulan Desember 2022);
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Koreksi ketidaksesuaian akun dengan kodefikasi barang persediaan dan aset
tetap;

Transaksi pemakaian persedian, transaksi dari modul pelaksanaan, dan lain-
lain sebelum melakukan tutup buku permanen bulan Desember 2022 pada
Modul GLP;

Perbaikan koreksi kuantitas (luasan} dan/atau tindak lanjut normalisasi
BMN pada menu koreksi kuantitas di SAKTI bagi Satuan Kerja yang terdapat
dan/atau belum melakukan tindak lanjut koreksi kuantitas pada Monitoring
di Monsakti;

Melakukan perbaikan atas Reklasifikasi Masuk yang belum dilakukan
perekaman oleh Satuan Kerja setelah terdapat Reklasifikasi Keluar,
dilakukan pada Menu Reklasifikasi Masuk di SAKTI;

Melakukan perbaikan atas Transfer Masuk yang belum dilakukan perekaman
oleh Satuan kerja setelah terdapat Transfer Keluar dari Satuan Kerja lain
dilakukan pada Menu Transfer Masuk di SAKTI;

Satuan kerja wajib melakukan opname fisik persediaan dan diinput pada
Modul Persediaan tanggal 31 Desember 2022;

Satuan kerja melakukan monitoring status transaksi terhadap persediaan
yang belum disetujui agar segera ditindak lanjuti;

Satuan kerja melakukan monitoring status transaksi terhadap aset yang
belum di validasi dan/atau disetujui agar segera ditindak lanjuti;

Satuan kerja melakukan perbaikan sesuai dengan surat S-33/PB/PB.6/2022
atas Tindak Lanjut Normalisasi Data Aset Tetap/Aset Lainnya Anomali Dalam
Rangka Migrasi Data ke Sakti;

Satuan kerja memastikan validitas data Konstruksi Dalam Pengerjaan.

18.8atuan kerja wajib memvalidasi akun dan saldo sesuai tusi Mahkamah Agung
pada Neraca Percobaan Akrual untuk memastikan saldo yang sebenarnya (saldo
normal) dan sesuai dengan keterjadian/sesuai dengan transaksi yang terjadi.
Akun dan saldo tersebut diantaranya:

No. Akun Nama Perkiraan Posisi Keterangan
Akun
Normal

a 111611/ Kas di DEBET Pastikan benar saldo tersebut pada
111613 Bendahara akhir tahun NIHIL. Jika terdapat
Pengeluaran saldo maka Satker wajib

UP/TUP menyetorkan ke kas negara.
b 111711 Kas di DEBET | Pastikan benar saldo tersebut
Bendahara merupakan pungutan PNBP yang
Penerimaan belum atau akan disetorkan ke Kas

Negara.

c 111821 Kas Lainnya di DEBET | Pastikan benar saldo tersebut
Bendahara merupakan bukan uang yang
Pengeluaran berasal dari UP/TUP (uang LS/uang

yang belum diserahkan/uang pajak
yang belum disetorkan) berada di
Rekening DIPA Bendahara
Pengeluaran. Jika masih terdapat
saldo pada akhir tahun 2022 maka
satker wajib menyetorkan ke kas
negara dan/atau diserahkan
kepada pihak ketiga.

Saat uang masih berada dalam
penguasaan bendahara pengeluaran
berupa pengembalian kelebihan
belanja tahun 2022 dicatat/diinput
pada Modul Bendahara akan
terbentuk jurnal otomatis:

(D) Kas Lainnya Di Bendahara
Pengeluaran

{K) Utang Pihak Ketiga Lainnya
Kemudian lakukan tambahan
jurnal manual pada Modul GLP:

(D) Utang Pihak Ketiga Lainnya

(K} Beban xxx




212111 Belanja Pegawai KREDIT | Pastikan benar saldo tersebut
yang Masih merupakan utang karena belum
Harus Dibayar dibayarkannya belanja pegawai
oleh pemerintah yang sampai
dengan akhir tahun pelaporan
belum dibayar.
212112 Belanja Barang KREDIT | Pastikan benar saldo tersebut
yang Masih merupakan utang karena belanja
Harus Dibayar barang yang telah selesai
dilaksanakan oleh  pemerintah
berasal dari kontrak/perolehan
barang atau jasa yang sampai
dengan akhir tahun pelaporan
belum dibayar.
212113 Belanja  Modat KREDIT | Pastikan benar saldo tersebut
yang Masih merupakan utang karena belanja
Harus Dibayar modal yang telah selesai
dilaksanakan oleh pemerintah
berasal dari  kontrak/perolehan
barang atau jasa yang sampai
dengan akhir tahun pelaporan belum
dibayar.
212191 Utang  kepada KREDIT | Pastikan benar saldo tersebut
Pihak Ketiga merupakan utang karena belum
Lainnya dibayarkan suatu belanja diluar
kategori belanja atas kegiatan yang
telah selesai dilaksanakan yang
sampai dengan akhir pelaporan
belum dibayar Pada akhir tahun,
saldo tersebut wajib NIHIL.
212192 Dana Pihak KREDIT | Pastikan benar saldo tersebut
Ketiga merupakan saldo di Rekening
Pemerintah lainnya (RPL) yang akan
disetorkan kepada pihak ketiga.
Dalam hal ini Mahkamah Agung
tidak memiliki Rekening Bendahara
Penerimaan sehingga dilakukan
jurnal manual pada Modul GLP
untuk mengeliminasi tidak tersaji di
Neraca adalah sebagai berikut:
{D) 212192 - Dana Pihak Ketiga
(K) 111825 - Kas Lainnya di
Bendahara Penerimaan
218111 Utang Yang KREDIT | Pastikan benar saldo tersebut pada
Belum Diterima akhir tahun NIHIL.
Tagihannya
219211 Pendapatan KREDIT | Pastikan benar saldo tersebut
Sewa Diterima digunakan untuk mencatat
Dimuka Pendapatan atas Sewa yang telah
Diterima Di Muka
219961 Utang Pajak KREDIT | Pastikan benar saldo tersebut
Bendahara merupakan utang yang berasal dari
Pengeluaran potongan/pungutan  pajak  oleh
yang Belum bendahara  pengeluaran  sebagai
Disetor wajib pungut. Jika terdapat saldo
pada akhir tahun maka wajib
menyetorkan ke kas negara.
491429 Pendapatan KREDIT | Satker wajib melakukan verifikasi

Perolehan Aset
Lainnya

asal mula saldo tersebut. Jika saldo
tersebut merupakan  hasil dari
koreksi atas kesalahan penginputan
kode barang pada Modul Komitmen
maka lakukan Jurnal Manual pada
Modul GLP untuk mengeliminasi
agar tidak tersaji di Neraca
Percobaan Akrual adalah sebagai
berikut;

(D) 491429 - Pendapatan Perolehan
Aset Lainnya

(K] 391116 — Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi




111825 Kas Lainnya di DEBET | Pastikan benar saldo tersebut
Bendahara merupakan saldo wang yang berada
Penerimaan di Rekening Pemerintah Lainnya

(RPL).

Lakukan Jurnal Manual untuk
mengeliminasi saldo RPL tersebut
pada Modul GLP sehingga tidak
tersaji di Neraca adalah sbb:

(D) 212192 - Dana Pihak Ketiga

(K) 111825 - Kas Lainnya di
Bendahara Penerimaan.

Jika terdapat Saldo Tidak Normal
Kas Lainnya di Bendahara
Penerimaan di sisi Kredit akibat
tidak menginput saldo awal, agar
melakukan jurnal manual sebagai
berikut:

{D) 111825 - Kas Lainnya di
Bendahara Penerimaan.

(K) 212192 - Dana Pihak Ketiga

114111 Belanja Pegawai DEBET | Seharusnya Tidak Ada Pada Tusi
Dibayar Dimuka Mahkamah  Agung (Contoh
(prepaid) Persekot Gaiji).

114112 Belanja Barang DEBET | Pastikan benar salde tersebut
yang Dibayar merupakan belanja barang dibayar
Dimuka dimuka yang wajib dicatat dan
{prepaid) masilh menerima manfaat barang

atas pengeluaran tersebut (Contoh :
Web Hosting, Sewa Rumah Dinas).

114211 Uang Muka DEBET | Seharusnya Tidak Ada Pada Tusi
Belanja Pegawai Mahkamah Agung.

(prepayment)

115211 Piutang DEBET | Pastikan benar saldo tersebut
Penerimaan merupakan PNBP yang akan
Negara Bukan disetorkan ke Kas Negara.

Pajak

115212 Piutang Lainnya DEBET | Pastikan benar saldo tersebut
merupakan piutang lainnya yang
akan disetorkan ke Kas Negara yang
berasal dari jurnal manual modul
GLP seperti pengembalian
kelebihan belanja pegawai,
kelebihan uang makan yang masih
berada dipegawai, atau temuan
pemeriksaan tahun 2022 yang
belum disetorkan ke kas negara.
Catatan:
Posisi nang tersebut masih berada
dipegawai /bukan di tangan
Bendahara Pengeluaran.

115411 Bagian Lancar DEBET | Pastikan benar saldo tersebut
Tagihan merupakan piutang sisa
Tuntutan pembayaran /angsuran Tuntutan
Perbendaharaan Perbendaharaan. Saldo ini diperoleh

secara otomatis dari Modul Piutang
yvang telah diinput].

115421 Bagian Lancar DEBET | Pastikan benar saldo tersebut
Tagihan merupakan piutang sisa
Tuntutan Ganti pembayaran/ angsuran Tuntutan
Rugi Ganti Rugi. Saldo ini diperoleh

secara otomatis dari Modul Piutang
yang telah diinput.

116211/ Penyisihan KREDIT | Pastikan benar saldo tersebut

116212/ Piutang  Tidak merupakan saldo penyisihan

116411/ Tertagih xxx 5/1000 dikali Piutangnya (kualitas

116421 lancar} dan 100% dikali Piutangnya

(kualitas macet}. Saldo penyisihan
diperoleh secara otomatis dari
Modul Piutang.




v 42xxxx [ Pendapatan xxx KREDIT | Pastikan benar saldo tersebut

493000 ketika mengakui pendapatan dari
XXX
w 59y Beban xxx DEBET Pastikan benar saldo tersebut
ketika mengakui beban saldo
belanja yang telah

terealisasi/penggunaan persediaan
yvang sudah terealisasi/beban xxx

19.8atuan Kkerja agar memonitor pergerakan data laporan keuangan dan
memastikan bahwa penyajian data telah sama dan konsisten antara data pada
aplikasi MonSAKTI dengan softcopy/hardeopy LK Semester II Tahun 2022 yang
disusun;

20.Satuan kerja wajib membuat Tabel Rincian Nilai Perolehan, Beban
Penyusutan /Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset
Tetap/Aset Lainnya (Lampiran Al), Tabel Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
(KDP} (Lampiran AZ2), dan Tabel Daftar Hibah Langsung (Lampiran A3) pada
Laporan Keuangan Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222 /PMK.05/2016;

21.Meningkatkan koordinasi antar modul SAKTI untuk menjaga kualitas dan
akuntabilitas data Laporan Keuangan;

22.Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020 tentang
Pedoman, Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK Pemerintah Pusat;

23. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait penggunaan Aplikasi SAKTI
dan Aplikasi MonSAKTI dapat disampaikan melalui Eselon I, Koordinator
Wilayah  dan/atau Layanan Helpdesk HAI DJPb pada  website
https:/ /hai.kemenkeu.go.id.
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Nomor : S-45/PB/PB.6/2022 8 November 2022
Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penjelasan dan Tindak Lanjut atas Akun dengan Uraian NULL dalam Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan Il Tahun 2022

Yth. Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Kepala/ Wakil Kepala/ Direktur
Keuangan/ Deputi Kementerian Negara/l.embaga/ Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
(sesuai daftar terlampir)

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/lLembaga

(LKKL) Triwulan Ill Tahun 2022, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai surat kami nomor S-40/PB/PB.6/2022 tanggal 30 September 2022 hal Penyusunan
dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan Il Tahun 2022,
telah dilakukan cut-off atas summary data dari Aplikasi SAKTI ke Aplikasi MONSAKTI pada
tanggal 23 Oktober 2022 pukul 23.59 WIB.

2. Dengan demikian, Laporan Keuangan Triwulan 1l Tahun 2022 untuk setiap jenjang unit
akuntansi dan unit pelaporan dapat diunduh dari Aplikasi MONSAKTI mulai tanggal 24 Oktober
2022,

3. Berdasarkan hasil monitoring data LKKL Triwulan 11l Tahun 2022 melalui Aplikasi MONSAKTI,
ditemukan akun-akun dengan uraian NULL pada Neraca Percobaan, sehingga berdampak
pada perbedaan nilai surplus/defisit pada Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE). Akun-akun dengan uraian NULL tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi kredit.
. Akun pendapatan (425xxx) dengan uraian NULL di sisi debet

a.
b
c. Akun belanja modal (53xxxx) dengan uraian NULL di sisi kredit.
d. Akun belanja barang yang menghasilkan persediaan dengan uraian NULL di sisi kredit.
e. Akun belanja barang yang menghasilkan persediaan dengan uraian NULL di sisi debet.
f. Akun belanja modal (53xxxx) dengan uraian NULL di sisi debet.

4. Terhadap permasalahan di atas, satker agar segera melakukan tindak lanjut dengan
melakukan ralat akun pada dokumen setoran/penerimaan dan/atau melakukan jurnal-jurnal
melalui Modul GLP, sehingga permasalahan tersebut tidak terakumulasi dalam LKKL Tahun
2022, Penjelasan iebih detail terkait akun-akun dengan uraian NULL beserta tindak lanjutnya
adalah sebagaimana dituangkan dalam lampiran surat ini. Tindak lanjut yang dilakukan oleh
satker disajikan dalam laporan keuangan tahun 2022,

5. Berdasarkan hal-hal di atas, kami meminta bantuan Saudara untuk:
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a. Memonitor seluruh akun dengan uraian NULL pada satker lingkup K/L Saudara dengan

mengoptimalkan menu-menu yang tersedia pada Aplikasi MONSAKTI.

b. Mengkoordinasi seluruh satker yang memiliki permasalahan tersebut untuk segera

melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang beriaku.

c. Memastikan bahwa permasalahan serupa tidak terjadi dalam LKKL Tahun 2022.

kas

Te

OQONOOMPWN-—-

24.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima
ih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan

Fahma Sari Fatma

mbusan:

. Direktur Jenderal Perbendaharaan

. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DK| Jakarta

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.l. Yogyakarta

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara

Barat

25

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara

Timur

26
27

%

. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat




